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Abstract. There has been no measurement of potential income tax revenue 21, for taxpayers who are Gojek and
Maxim driver partners in Jayapura City. So the purpose of the study, to measure the potential tax revenue of PPh
21 driver partners in Jayapura City. The research approach is quantitative, it is known that the research
population is + 981, the sampling method of variance data technique, the sample size is 203 respondents divided
by 82 Gojek respondents and 121 Maxim respondents. Instruments and data collection methods, using a
questionnaire there are 11 indicators with 30 statements. Data analysis methods through descriptive statistics:
application of minimum, maximum, average, median, besides forming proportions to understand data
contributions. Research findings, income PPh 21 Gojek driver partners amounted to IDR.132,140,600,-/year and
Maxim IDR.206,459,200,-/year for the potential revenue of Jayapura City Government. The implication of the
research is that the Jayapura City Government already has evidence of scientific findings of PPh 21 potential,
there is a legal basis for taxation to state that driver partners are taxpayers. So that in the future the policy of
extensification of Income PPh 21 will be carried out immediately, to support the contribution of taxes to PAD in
Jayapura City.
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Abstrak. Belum dilakukan pengukuran potensi penerimaan pajak PPh 21, untuk wajib pajak adalah mitra driver
Gojek dan Maxim di Kota Jayapura. Sehingga tujuan penelitian, untuk mengukur potensi penerimaan pajak PPh
21 mitra driver di Kota Jayapura. Pendekatan penelitian ialah kuantitatif, diketahui populasi penelitian + 981,
metode penarikan sampel teknik data varians, maka ukuran sampel adalah 203 responden terbagi 82 responden
Gojek dan Maxim 121 responden. Instrumen dan metode pengumpulan data, menggunakan kusioner terdapat 11
indikator dengan 30 pernyataan. Metode analisis data melalui statistik deskriptif: penerapan nilai minimum,
maksimum, rata-rata, nilai tengah, selain itu membentuk proporsi untuk memahami kontribusi data. Temuan
Penilitian, pajak PPh 21 mitra driver Gojek sebesar Rp.132,140,600,-/tahun dan Maxim Rp.206,459,200,-/tahun
untuk potensi penerimaan Pemerintah Kota Jayapura. Implikasi penelitian, Pemerintah Kota Jayapura telah
memiliki bukti temuan ilmiah potensi PPh 21, adanya dasar hukum perpajakan untuk menyatakan bahwa mitra
driver sebagai wajib pajak. Sehingga dimasa akan datang kebijakan ekstensifikasi PPh 21 segera dilakukan, untuk
menopang kontribusi pajak terhadap PAD di Kota Jayapura.

Kata kunci: Gojek, Maxim, PPh 21, Pajak.

. LATAR BELAKANG

Dengan alasan efisien ekonomi saat ini manusia memasuki era revolusi industri
dengan menciptakan teknologi pintar. Bukti perkembangan ialah smartphope tidak hanya
berfungsi sebagai media komunikasi antar individu tertentu sebagai hubungan sosial mereka,
namun telah mempengaruhi berbagai bidang sosial dan ekonomi akibat dari inovasi digital
sebagai bentuk revolusi teknologi pintar (Andini & Akbar, 2020; Jabat & Pasaribu, 2023;
Muliawaty, 2019). Perubahan cukup efisien menjangkau bagian distribusi ekonomi yaitu
mempertemukan konsumen dan produsen, seperti kehadiran jasa transportasi online di

Indonesia dimana mekanisme pasar tidak melalui tawar menawar penumpang dan pengemudi,
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namun mekanisme tersebut tergantikan perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi online
di Indonesia.

Pertumbuhan secara masif terjadi di Indonesia, buktinya tanggal 10 Januari 2019
perusahaan jasa Gojek Indonesia menjangkau administrasi Kota Jayapura (Prasongko, 2019),
selanjutnya sekitar tanggal 22 Oktober 2022 kehadiran maxim transpotasi online (Bimantara,
2022) dengan layanan jasa penumpang dan makanan di Kota Jayapura. Akhirnya mengubah
distribusi konvensional dan persaingan ekonomi digital di Kota Jayapura, tentunya hal ini
memiliki hubungan dengan Ekonomi Publik. Pemerintah memiliki peranan distribusi dan
pengeluaran melalui instrumen fiskal. Pemerintah Daerah Kota Jayapura memiliki kewenangan
mengendalikan eksternalitas kehadiran kedua layanan online, selain itu juga memiliki peluang
menarik potensi penerimaan Pajak PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver Gojek Indonesia
dan Maxim Transpotasi Online melakukan aktifitas ekonomi digital di wilayah administrasi
Kota Jayapura.

Kota Jayapura memiliki tantangan keuangan daerah dari sumber pendapatan asli
daerah (PAD), fakta realisasi keuangan daerah Kota Jayapura tahun 2024 mencapai
Rp.1.303,820,- triliun, kemampuan PAD hanya Rp.238,350,-miliar dengan kontribusi sumber
penerimaan pajak Rp.196,320,- miliar. Pemerintah Kota Jayapura memiliki potensi
ekstensifikasi potensi penerimaan Pajak PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver Gojek dan
Maxim. Potensi ini dapat dioptimalkan, karena memiliki dasar teori yaitu: economic deterrence
model untuk mitigasi perilaku penghindaran, perilaku insentif dan kepercayaan pajak. Teori ini
telah membuktikan peningkatan perilaku pajak misalnya: peningkatan pajak informal negara
nigeria; otoritas pajak mengeluarkan kebijakan penerimaan fiskal sub-saharan africa; adanya
mitigasi risiko pajak amerika; kebijakan efektif konrol perilaku dan sikap pajak indonesia
(Abdulrasag & Babatunde, 2024; Agustina et al., 2025; Jibir et al., 2020). Selain itu juga,
memiliki dasar hukum kuat menyimpulkan bahwa mitra driver sebagai pegawai tidak tetap
sehingga ditetapkan sebagai wajib pajak (WP) di Kota Jayapura (Perda Kota Jayapura No.33,
2023; PMK No0.168, 2023; PP No.58, 2023; UU No.7, 2021; UU No.36, 2008).

Terkait fenomena diatas, dukungan penelitian empiris PPh 21 mitra driver sangat
terbatas, penelitian terdahulu di Kota Jayapura terfokus pada intensifikasi pendapatan asli
daerah (PAD) misalnya penelitian empiris relevan mengenai pajak Kota Jayapura seperti aset
barang milik daerah belum maksimal mendorong PAD; rendah kemandirian dan tinggi
ketergantungan keuangan; pengaruh PAD hanya 33% terhadap APBD; relasi pajak dengan
PDRB (Kekry, 2020, 2021, 2022; Mangopo et al., 2025; Parera & Tanudy, 2023; Rante &
Ratang, 2019; Silaban et al., 2023; Susiani & Rusianti, 2022; Tatiana & Noch, 2016; Transna
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PutraUrip, 2016; Wonar & Kekry, 2022). Temuan empiris khusus PPh 21 terbatas pada
kepatuhan wajib pajak seperti faktor tarif, keadilan, pemahaman, self assesment system,
teknologi pajak, religiusitas, pengetahuan, kualitas KPPP, pengetahuan system e-filling, sanksi,
account representative (Ermawati et al., 2022; Gaol, 2022; Kekry et al., 2021; Kekry & Fahmi,
2021; Mandowally et al., 2020; Marani et al., 2020; Permana et al., 2020).

Studi terkait Gojek dan Maxim dnegan lokus Kota Jayapura terbatas dua penelitian
dengan fokus penelitian: tarif operator, komunikasi, pemasaran, kualitas pelayanan, aplikasi
dan ojek online penghubung rumah makan dengan konsumen (Islamudin, 2024; Putra et al.,
2024; Sari et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus pada ekstensifikasi
potensi PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver gojek dan maxim di Kota Jayapura.
Permasalahan mendasar ialah studi empiris terfokus intensifikasi pajak dan belum dilakukan
pengukuran potensi Penerimaan Pajak PPh 21 dengan Wajib Pajak Mitra Driver Gojek dan
Maxim, pembatasan masalah ialah mitra driver kendaraan roda dua. Sehingga tujuan
penelitian, untuk mengukur potensi penerimaan pajak PPh 21 mitra driver gojek indonesia dan

maxim transportasi online di Kota Jayapura.

. KAJIAN TEORITIS

Beberapa negara menyebutkan istilah berbeda tentang mitra driver online, sebagai
pembanding istilah: washintong dan oregon menyebut kontraktor independen, california yaitu
karyawan, sedangkan kontraktor independen digunakan brasil, india dan malaysia. Negara
spayol dengan pegawai, berbeda di china terbagi 3 istilah: pekerja pengendara, pekerja dengan
hubungan kerja tidak lengkap dan pekerja independen dan selandia baru menggunakan pegawai
(Aulia Damayanti, 2021; Bestari, 2024; Ida Bagus Khusuma, 2021; Riani Putri, 2022).
Indonesia dengan istilah kontraktor independen atau “mitra”. Penelitian ini menggunakan
istilah mitra driver karena terdapat mekanisme perjanjian kinerja dengan perusahaan penyedia
aplikasi, penghubung konsumen dengan produsen. Sehingga mitra driver disebut pegawai tidak
tetap (Putu Dian Pusparini, 2021).

Mitra driver sebagai subjek pajak, sehingga potensi objek pajak atas aktifitas jasa
transportasi menambah nilai ekonomi, menurut aturan harmonisasi perpajakan pasal 4 bahwa:
”objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh
wajib pajak (UU No.7, 2021)” terdapat dalil penolakan oleh mitra driver sebagai subjek pajak,
tidak dapat dikenakan pajak penghasilan karena bukan berupa gaji atas jasa dilakukan mitra

driver.
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Penghasilan berupa bonus, imbalan atau hadiah dari konsumen, perlu dipahami pasal
4 ayat 1 bagian a memastikan bahwa penghasilan berupa “hadiah pekerjaan, kegitaan dan
penghargaan tergolong objek pajak (UU No.7, 2021). Mitra driver sebagai objek pajak
penghasilan pasal 21 ayat 4 ’penghasilan pegawai harian/mingguan serta pegawai tidak tetap
lainnya dipotong pajak dari jumlah penghasilan bruto, penegasan pasal 23 “hadiah,
penghargaan, bonus dan sejenis dipotong pajak™ (UU No.36, 2008). Penegasan regulasi teknis
PPh 21 pegawai merupakan orang pribadi bekerja, sebagai “pegawai tetap” atau pegawai “tidak
tetap” berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja tertulis maupun tidak tertulis (Perda Kota
Jayapura No.33, 2023; PMK No.168, 2023).

. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka menggunakan pendekatan kuantitatif untuk
mengukur potensi penerimaan pajak PPh 21 mitra driver gojek indonesia dan maxim
transportasi online di Kota Jayapura. Populasi mitra diver kendaraan roda dua terdaftar £ 981
orang, metode penarikan sampel teknik data varians, dengan asumsi sampel peubah faktor L=4,
probalitas a=0.05 dan ukuran sampel f=0.202 (Leslie Kish, 1991; Rockwood & Gauthier,
2005; Stern et al., 2014). Maka ukuran sampel penelitian adalah 203 responden terbagi untuk
82 responden gojek dan maxim 121 responden.

Teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan kusioner terdapat 11 indikator
dengan 30 pernyataan kuisioner. Alat analisis data menggunakan statistik deskriptif, yaitu
penerapan nilai dari minimum, maksimum, rata-rata atau nilai tengah data, selain itu
membentuk proporsi untuk memahami kontribusi data kusioner. Statistik deskriptif sangat
efektif menjawab tujuan penelitian ini sesuai dengan beberapa referensi statistik (Anthony J.
Nitko, 1996; Kaur et al., 2018; Marshall & Jonker, 2010; Purbayu Budi Santoso, 2007;
Rasdiyan Rasyad, 2003).

. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan penelitian ini belum dilakukan pengukuran potensi penerimaan pajak
PPh 21 dengan wajib pajak mitra driver gojek dan maxim, melalui proses analisis statistik
deskriptif berdasarkan tabulasi kusioner sejumlah sampel 203 responden. Secara ringkas
distribusi informasi responden menurut pendidikan: terdapat 37.44% jenjang pendidikan
tinggi, untuk menengah atas 43.35% dan responden jenjang pendidikan menengah pertama

19.21%. Selanjutnya menurut pekerjaan tetap 38.42% responden sebagai karyawan swasta,
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sedangkan pegawai negeri 2.96%, tenaga keamanan atau satpam terdapat 7.88%, selanjutnya
responden sebagai TNI atau Polri 5.91%.
Tabel 1. Faktor Penentuan Potensi Bruto PPh 21 Mitra Driver

No Faktor Potensi Bruto Satuan Gojek Maxim

1 Faktor Tarif/Jam Kerja Rerata Rp 39,051 45,322
2 Faktor Profit/Hari Rerata Rp 159,927 185,587
3 Faktor Profit/Minggu Rerata Rp 1,263,659 1,304,959
4 Faktor Laba/Minggu Rerata Rp 1,119,488 1,299,107
5 Faktor Pendapatan Bulanan Bruto Rerata Rp 5,054,634 5,219,835
6 Faktor Pengeluaran Bulanan Rerata Rp 679,220 591,636
7 Faktor Potensi PPh 21 Rerata Rp 4,375,415 4,628,198

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

Faktor potensi bruto merupakan perhitungan untuk mendapatkan pendapatan bersih
sampel penelitian 203 mitra driver, sebagai dasar perhitungan setiap individu driver nilai
pendapatan bersin > penghasilan kena pajak atau sebaliknya. Informasi pada tabel 1
menunjukkan hasil perhitungan tujuh faktor potensi bruto, untuk kedua mitra driver gojek dan
maxim di Kota Jayapura. Misalnya faktor tarif/jam kerja sekitar gojek rerata Rp.39,051,-
sedangkan maxim Rp.45,322,- di Kota Jayapura, sehingga faktor profit/hari rerata Rp.159,927
s.d Rp.185,587,- angka ini relatif tidak berbeda dengan temuan empiris daerah lain, misalnya
driver di salatiga dan bekasi berkisar Rp.150.000,- s.d Rp.200.000,- sedangkan daerah
bengkulu pendapatan berkisar Rp.125.000,- s.d Rp.150.000,- selanjutnya kota makasar
Rp.120,800,- s.d Rp.208,200,- (Duharman et al., 2023; Hasmawati et al., 2023; Mallo &
Nugroho, 2021; Rustomo et al., 2024). Artinya perhitungan penelitian ini sebanding dengan
daerah lain. Sehingga faktor laba/minggu rata-rata gojek Rp.1,119,488,- dan maxim mencapai
Rp.1,299,107,- sehingga faktor potensi bruto PPh 21 dapat terhitung rata-rata > Rp.4 juta untuk
kedua driver gojek dan maxim, dapat dijadikan faktor untuk mengukur potensi penerimaan
Pajak PPh 21 di Kota Jayapura.

Tabel 2. Faktor Penentuan Potensi Penerimaan Pajak PPh 21 Mitra Driver

No Faktor Potensi PPh 21 Satuan Gojek Maxim

1 Pendapatan Bulanan Total Rp 414,480,000 631,600,000
2 Pendapatan Bersih Total Rp 274,651,000 423,432,000
3 5% PKP dan PTKP Rerata Rp 7,963,415 7,867,769
4 Kumulatif Tahunan Rerata Rp 32,229,415 34,125,488
5 Potensi Penerimaan Pajak PPh 21 | Total Rp 132,140,600 206,459,200

Sumber: Data diolah, Tahun 2025
Informasi tabel 2 faktor potensi PPh 21 menemukan tujuan penelitian ini untuk

mengukur potensi penerimaan pajak PPh 21 mitra driver gojek indonesia dan maxim
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transportasi online di Kota Jayapura. Melalui potensi faktor bruto tabel 1 sebelumnya,
dilakukan pengukuran pendapatan bersih sebagai tahapan perhitungan PKP dan PTKP
sehingga mendapatkan alokasi kumulatif tahunan untuk diketahui 5% PPh 21. Sehingga
terukur potensi total penerimaan pajak PPh 21 mitra driver gojek indonesia Rp.132,140,600,-
/tahun dan maxim transportasi online Rp.206,459,200,-/tahun untuk Pemerintah Daerah Kota
Jayapura. Sehingga penelitian ini, memberikan kontribusi temuan ilmiah di Kota Jayapura
melalui upaya ekstensifikasi potensi PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver gojek dan maxim,
karena penelitian sebelumnya hanya membahas sisi pelayanan gojek dan maxim (Islamudin,
2024; Putra et al., 2024; Sari et al., 2024). Selain itu juga, dengan adanya hasil pengukuran ini
memberikan dasar ilmiah untuk Pemerintah Kota Jayapura melakukan kebijakan
ekstensifikasi, agar menciptakan peluang penerimaan pajak daerah, sudah diketahui fakta
realisasi pajak daerah di Kota Jayapura Rp.196,320,- miliar.

Walaupun pajak berkontribusi 82.37% untuk penerimaan asli daerah (PAD), namun
hanya 18.28% kemampuan PAD terhadap APBD, artinya kemampuan pajak 15.06% terhadap
APBD. Artinya dengan adanya hasil pengukuran potensi penerimaan PPh 21 pegawai tidak
tetap mitra driver gojek dan maxim sekitar Rp.132,140,600,- s.d Rp.206,459,200,- memberikan
implikasi atau jawaban bagi penelitian sebelumnya terkait dengan pajak ataupun peranan PAD
di Kota Jayapura (Kekry, 2020, 2021, 2022; Mangopo et al., 2025; Parera & Tanudy, 2023,;
Rante & Ratang, 2019; Silaban et al., 2023; Susiani & Rusianti, 2022; Tatiana & Noch, 2016;
Transna PutraUrip, 2016; Wonar & Kekry, 2022) kemampuan pajak tidak mampu mendorong
perbaikan kinerja ketergantungan fiskal atau kemandirian daerah Kota Jayapura.

Sehingga melalui adanya potensi PPh 21 memberikan tambahan kemampuan pajak
daerah, melalui mekanisme Bagi Hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota
Jayapura. Akhirnya dengan adanya dasar hukum menurut aturan harmonisasi perpajakan pasal
4 bahwa: “objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau
diperoleh wajib pajak” (UU No.7, 2021). Dapat diartikan perusahaan jasa online gojek dan
maxim telah mengubah distribusi ekonomi digital di Kota Jayapura, sehingga mitra driver
sebagai pihak ketiga dari perusahan jasa tersebut selayaknya mendapatkan konsekuensi
tersebut. Karena terlepas dari regulasi hukum tersebut, teori economic deterrence model bahwa
perilaku penghindaran kemungkinan akan terjadi dilakukan oleh pihak gojek atau maxim, jika
pemerintah daerah tidak mengikapi hal ini sebagai mitigasi kebijakan ekstensifikasi, selain itu
untuk membangun kepercayaan publik terkait potensi PPh 21 perlu dilakukan pengukuran
ilmiah untuk membangun kepercayaan wajib pajak mitra driver, seperti hasil empiris

sebelumnya faktor kepatuhan tentang tarif, keadilan, pemahaman dan kualitas KPP Pratama
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Jayapura (Ermawati et al., 2022; Gaol, 2022; Kekry et al., 2021; Kekry & Fahmi, 2021;
Mandowally et al., 2020; Marani et al., 2020; Permana et al., 2020). Sehingga, selain dari hasil
pengukuran potensi penerimaan pajak PPh 21 jasa mitra driver di Kota Jayapura, terdapat dasar
hukum kuat untuk mengatakan mitra driver termasuk tenaga kerja lepas atau pegawai tidak
tetap. Karena menerima penghasilan apabila bersangkutan bekerja, sehingga mitra driver dapat
dikatakan wajib pajak (Perda Kota Jayapura No.33, 2023; PMK No0.168, 2023; PP No0.58, 2023;
UU No.7, 2021; UU No.36, 2008).

. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini, telah menjawab masalah dan tujuan penelitian potensi penerimaan pajak
PPh 21 mitra driver gojek indonesia Rp.132,140,600,-/tahun dan maxim transportasi online
Rp.206,459,200,-/tahun untuk Pemerintah Kota Jayapura. Selain itu, penelitian memberikan
kontribusi empiris upaya ekstensifikasi potensi PPh 21 pegawai tidak tetap, karena memiliki
dasar teori dan hukum yang kuat untuk melakukan untuk optimalisasi pajak daerah PPh 21
Kota Jayapura. Selanjutnya, berbagai alternatif dapat dilakukan untuk menyempurnakan
penelitian ini, seperti memperluas sampel pada kendaraan roda empat, perhitungan potensi
pajak PPh 21 melibatkan mekanisme bagi hasil 80:20 sebagai unsur keadilan menetapkan tarif
pajak. Sehingga untuk saran penelitian selanjutnya, mengukur potensi pajak PPh 21 dengan
faktor koreksi bagi hasil mitra driver dengan perusahaan jasa penyedia aplikasi online.
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